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ABSTRAKSI 

 

Pembatalan perkawinan memiliki arti perkawinan yang dilakukan 

dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Adanya pembatalan perkawinan karena tidak 

terpenuhinya syarat, rukun dan melanggar larangan perkawinan. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisir pembatalan perkawinan adalah dengan 

proses khitbah yang benar dan jika dijumpai kondisi yang mengarah kepada tidak 

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan maka dapat dilakukan pencegahan 

perkawinan. 

Permasalahan tentang pembatalan perkawinan antara lain kasus 

Asmirandah dan Jonas Rivanno yang salah satu pihak murtad dan pemalsuan 

identitas untuk dapat kawin lagi. Kedua hal tersebut akan ditilik melalui 

pengaturan hukum perkawinan Islam. Tidak hanya mengenai pengaturan 

pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam tetapi juga tentang 

akibat hukum dari pembatalan perkawinan. 

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah tidak berlaku surut bagi 

anak, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik dan pihak ketiga yang 

beritikad baik. Terdapat akibat hukum yang berbeda antara pembatalan 

perkawinan karena murtad dan pemalsuan identitas. Dalam pembatalan 

perkawinan karena murtad, perkawinan yang dilakukan tetap pernah ada dan 

status yang dimiliki setelah pembatalan adalah janda dan duda sedangkan pada 
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pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, perkawinan yang dilakukan 

dianggap tidak pernah terjadi dan kembali seperti semula. 

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, Pengaturan, Akibat Hukum 
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ABSTRACT 

 

Marriage annulment posseses a meaning that a marriage that has been 

commited is considered null and never happened in the first place. Marriage 

annulment is regulated in Law Mumber 1 of Year 1974 on Marriage and Islamic 

Law Compilation. An annulment of Marriage is granted if a marriage did not 

fulfill the requirement and principles or violate the dissalowance in marriage. The 

means that could be performed to minimize marriage annulment is with the 

process of khitbah that is done in the right way and if it is found any situations 

which lead to the unfulfilment of the requirement or principles of marriage then 

the effort of prevention to the marriage can be conducted. 

Issues relating to the marriage annulment can be found in the Amirandah 

and Jonas Rivano case, which the groom conducted an act of murtad and faking 

identity in order to be able to marry for the second time. Those two issues will be 

analyze in perspective islamic marriage law. Not only the regulation of marriage 

itself but also the legal consequenses of the marriage annulment. 

The legal consequenses is retroactive in nature but not in always in ebery 

aspect of marriage, such as the status of the child, couple and third parties who act 

on the basis of good faith. The legal consequenses on the issues discussed, which 

are an act of murtad and faking identity, are different. The former is the marriage 

that had been commited is considered exist and the status of the couple are janda 

for the women and duda for the men whereas the later, the marriage is considered 
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never happened in the first place and the status is the same as before they were 

married. 

Key words : Annulment of marriages, regulation, legal effect 
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